PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 12 Januari 2022 Halaman: 1

Bikin Pemkot Tambah '
Ped(;;li‘l}d“i‘l,!( l;l,glgl Swiss Bell

Puldatgiejati Sejalan
dengan Per 1DPRD

e}

nan Hotel Swiss Bell melanggar pe-
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LANGGAR PERDA: Ketua Komisi A DPRD Jogja Dwi Candra Putra dan anggota
Komisi A i i #

ok

Sombungan dari hal 1

"Apa yang kami lakukan berar-
ti sudah on the track. Sudah be-
rada dijaluryang benar, ungkap
Ketua Komisi A Dewan Kota Dwi
Candra Putra kemarin (11/1).
Candra menegaskan, pelang-
garan perda yang dimaksud
Kepala Kejari Jogja Gatot Guno
Sembodo adalah Perda Kota
Jogja Nomor 2 Tahun 2012 ten-
tang Bangunan Gedung. Perda
itu mengatur izin mendirikan
bangunan (IMB) dan sertifikat
laik fungsi (SLF). Dari hasil pen-
cermatan Komisi A, IMB dan
SLF Hotel Swiss Bell bermasalah.
Dengan adanya kesimpulan
dari kejari itu, Candra berharap
dapat menambah rasa percaya
diri (pede) Pemkot Jogja menin-
dak Bell

Dinas Perizinan Kota Jogja
semula menolak menerbitkan
IMB Hotel Swiss Bell. Dasarnya
karena tidak sesuai dengan Pét-
daNo. 2 Tahun 2612. Belakangan
berubah sikap setelah menge-
tahui wali kota

persil.

tindak penghentian operasional.

"Tindakan tegas terkait dengan
pelanggaran SLF tengah kami
tunggu dari Satpol PP Kota Jogja,"
Katanya. Rencananya pada Senin
(17/1), Satpol PP bakal melay-

surat berkode X tersebut. IMB
Hotel Swiss akhirnya dikeluar-
kan pada 9 Februari 2016.

Setelah IMB, pada 21 Novem-
ber 2016, dinas perizinan menge-
luarkan SLE Masa berlaku SLF
itu selama lima tahun, Hingga
21 November 2021 lalu, Hotel
Swiss Bell belum memperpan-
jang SLF tersebut.

Menurut Candra, d idak

angkan surat (sP)
satu untuk Hotel Swiss Bell.
Candra mengapresiasi sikap
Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus
Winarto. Dalam rapat kerja den-
gan Komisi A pada Kamis (6/1)
lalu,'Agus menegaskan komit-
mennya menegakkan perda dan
peraturan lainnya. Termasuk
dalam kasus Hotel Swiss Bell.
”Kami ingin komitmen itu bi-

mengantongi SLE Hotel Swiss
Bell beroperasi tanpa izin, Temu-
an terkait IMB dan SLF itu kemu-
dian ditindaklanjuti dengan sidak

? harap dia.
Komisi A, lanjut dia, bakal meng-
ambil langkah setelah menge-
tahui tindakan Satpol PP pada
awal minggu depan. "Pengawa-

Tidak adalagi keraguan melang-
kah. "Puldata kejaksaan itu bisa
ji iba-

Komisi A Bellyang

berlokasi di Jalan Soedirman 69

Jogja. Hasil sidak itu, komisi yang
; : s

gi pembkot, khususnya SatpalgPy

menegakkan peraturan peru-
dang-undangan,” pintanya.
Soal IMB, diketahui sebagian
bangunan hotel berdiri di luar
persil. Sebagian bangunan ho-
tel memanfaatkan tanah nega-
ra. Dulunya merupakan lorong
jalan menuju SMP Negeri 8
Jogja dari arah Jalan Soedirman.
Keterangan adanya pemanfaa-
tan tanah negara itu diketahui
dari surat yang ditulis pemilik
hotel Tjhin Tjong Giong kepada
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.
Surat itu diteken Tjong Giong

kemudian surat itu dijawab wali
kotamelalui suratnomor X 590/095

ilakukan, tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota
Jogja Krisma Eka Putra mengin-

me- _ formasikan) pada triwulan perta-

* nefrhikartffanak hals o 3 4 *

Dilokasi, bangunin

“jma 2032 i pinkpinan Dewan

hanya keluar dari persil. Keten-
tuan bangunan harus mundur
sepahjang empat meter juga tidak
dipenuhi, Tanah negara diguna-
kan untuk restoran dan basement
hotel. Ditegaskan, konsekuensi
dari pelanggaran perda sebaga-
imana di Kajari memi-

Kota bakal pansus
pengawasan terkait izin hotel dan
perizinan PKL. "Informasinya
begitu, tapi kepastiannya kami
‘masih menunggu, katanya.
Anggota Badan Pembentukan
Peratiiran Daerah (Bapemper-
da) DPRD Kota Jogja Marwoto
Hadi ada tiga pan-

liki sejumlah konsekuensi.
Berdasarkan Perda No. 2 Tahun
2012 dan Peraturan Wali Kota No.
5 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun
2012, i dari pelangga-

sus pengawasan di luar program
Bapemperda yang diluncurkan
pada triwulan pertama tahun
ini. Salah satunya soal peng-
awasan izin hotel dan PKL.
"Secara kurangse-

ran perda adalgh tindakan mem-
bongkar bAhgunan. Ini berlaku
saat IMB tidak sesuai dengan

tanggal 3 Desember
pemanfaatan tanah negara.

perda. S yang berhu-
bungan dengan SLF dilakukan

pendapat. Masalah izin hotel dan
PKLadalah dua hal berbeda. Tidak
televan kalau diadakan pengawa-
san dalam satu pansus. Harus
dipisah;” ucapnya. (lus/laz/fj)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Bagian Hu
2. Sat Pol PP

kum

3. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu P

Netral

Biasa

Untuk Diketahui
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